WALI KOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR @ TAHUN 2020

TENTANG .

!. PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
| NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2019;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi Pendapatan
Daerah pada komponen Dana Perimbangan, Pendapatan
Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
serta perubahan Anggaran Belanja pada Organisasi
Perangkat Daerah yang anggarannya belum cukup tersedia
dan/atau belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka
Peraturan Wali Kota Lubuklinggau tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020 perlu diubah;
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hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dxme_lksu

¥ bz?i:?amuf 4 dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Eubukhnggau tentang Perubahan _A‘i';'as Peraturan W?h Kota
Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggara n Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Indang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
- “Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran
donesia Tahun 2001 Nomor 87,

baran Negara Republik IndonesiaNomor

n 2003 tentang Keuangan
 Indonesia Tahun 2003
Negara Republik Indonesia
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Undang-Undan
g Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor
- 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perenca_maan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 3
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);
e

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah ! ‘
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 i
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

s Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

an Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

Nomor 20 Tahun 2001 tentang
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabumtenl Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
' an 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Repuhlfk Indonesia Nomor 4737);

tah m;mor ‘71 Tahun 2010 tentang
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20.
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22,

23.

24,

25.

26.

27.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun
2019 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Nomor 13 Tahun 2006);

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2019);

Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 28 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2020 (Berita Daerah Kota
Lubuklinggau Nomor 28 Tahun 2019);

Peraturan Wali kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau
Nomor 46 Tahun);
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Ketentuan dalam [

sebagaimana t'erca;ntum -
terpisahkan dari Peraturan

Peraturan ini mulai be:

Agar setiap orang
Wali Kota Lubukli




